PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 1997
TENTANG
BADAN PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, bertujuan mewujudkan
tata kehidupan negara dan bangsa yang adil dan segjahtera, aman,
tenteram, dan tertib, serta menjamin kedudukan hukum yang sama

bagi warga masyarakat;

b. bahwa untuk mencapai tujuan dimaksud, pembangunan nasiona yang
dilaksanakan secara berkesinambaungan dan berkelanjutan serta
merata di seluruh tanah air memerlukan biaya besar yang harus digali

terutama dari sumber kemampuan sendiri;

c. bahwa dalam rangka kemandirian dimaksud, penerimaan pajak sebagai
sumber utama pembiayaan negara dan pembangunan nasional
memerlukan peningkatan peran masyarakat dalam memenuhi

kewajiban perpajakannya sebagai kewajiban kenegaraan;

d. bahwa peningkatan kesadaran, pemahaman, dan penghayatan di
bidang perpajakan, telah menjangkau segenap lapisan masyarakat
dalam memenuhi kewagjiban perpajakannya sesuai dengan peraturan
perundang-undangan perpgjakan, menyebabkan jumlah pembayar
pajak terus meningkat;

e. bahwa...
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bahwa dengan meningkatnya jumlah pembayar pajak dan pemahaman
akan hak dan kewagjibannya daam melaksanakan peraturan
perundang-undangan perpajakan, tidak dapat dihindarkan timbulnya
sengketa pajak yang memerlukan penyelesaian yang adil dengan

prosedur dan proses yang cepat, murah, dan sederhana;

bahwa Majelis Pertimbangan Pagjak yang dibentuk berdasarkan
Regeling van het Beroep in Belastingzaken (Staatsblad Tahun 1927
Nomor 29) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang
Nomor 5 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 13,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 1748), yang berfungsi sebagal
lembaga penyelesaian banding di bidang perpajakan, sudah tidak
sesuai lagi dengan kebutuhan dalam menyel esaikan sengketa pajak;

bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, huruf b,
huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, dipandang perlu membentuk
badan peradilan pgjak dengan nama Badan Penyelesaian Sengketa
Pajak dengan undang-undang;

Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

ndang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan
Tata Cara Perpgjakan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 (Lembaran Negara
Tahun 1994 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3566);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:...
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MEMUTUSKAN:

UNDANG-UNDANG
SENGKETA PAJAK.

TENTANG BADAN

BAB |

KETENTUAN UMUM

Bagian Pertama
Pengertian

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

PENYELESAIAN

1. Pgabat yang berwenang adalah Direktur Jenderal Pajak, Direktur
Jenderal Bea dan Cukai, Gubernur Kepala Daerah Tingkat |, Bupati
atau Walikota Madya Kepala Daerah Tingkat 11, atau pegabat yang

ditunjuk untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan

perpajakan;

2. Pgak adalah semua jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah

Pusat termasuk Bea Masuk dan Cukai, dan pgak yang dipungut

oleh Pemerintah Daerah, menurut peraturan perundang-undangan

yang berlaku;

3.  Peraturan perundang-undangan perpajakan adalah semua peraturan

di bidang perpajakan;

4, Keputusan...
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Keputusan adalah suatu penetapan tertulis di bidang perpajakan
yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan dan
dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan

perpajakan;

Sengketa paak adalah sengketa yang menurut peraturan
perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan dapat diajukan
banding atau gugatan ke Badan Penyelesaian Sengketa Pajak;

Banding adalah upaya hukum terhadap suatu keputusan pejabat
yang berwenang  sepanjang  diatur dalam  peraturan

perundang-undangan perpa akan yang bersangkutan;

Gugatan adalah upaya hukum terhadap pelaksanaan penagihan
paak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan
perpajakan yang bersangkutan;

Surat uraian banding adalah surat terbanding kepada Badan
Penyelesaian Sengketa Pajak yang beris jawaban atas alasan
banding yang digjukan oleh pemohon banding;

Surat tanggapan adalah surat dari tergugat kepada Badan
Penyelesaian Sengketa Pajak yang beris jawaban atas aasan
gugatan yang digjukan oleh penggugat;

Surat bantahan adalah surat dari pemohon banding atau penggugat
kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pgjak yang berisi bantahan
atas surat uraian banding atau surat tanggapan;

Tanggal dikirim adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal
faksmile, atau dalam hal disampaikan secara langsung adalah

tanggal pada saat surat atau keputusan atau putusan disampaikan

secara langsung;

12. Tanggd...
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Tanggal diterima adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal
faksimile, atau dalam hal diterima secara langsung adalah tanggal
pada saat surat atau keputusan atau putusan diterima secara

langsung;

Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota adalah Ketua, Wakil Ketua, dan
Anggota pada Badan Penyel esaian Sengketa Pajak;

Anggota Tunggal adalah Anggota yang ditunjuk oleh Ketua untuk

memeriksa dan memutus sengketa pajak dengan acara cepat;

Anggota Sidang adalah Anggota Tunggal atau Anggota dalam suatu
Majelis termasuk Ketua Sidang;

Ketua Sidang adalah Anggota Sidang yang ditunjuk oleh Ketua

untuk memimpin sidang;

Sekretaris, Wakil Sekretaris, dan Sekretaris Pengganti adalah
Sekretaris, Wakil Sekretaris, dan Sekretaris Pengganti pada Badan
Penyel esaian Sengketa Pajak;

Sekretaris Sidang adalah Sekretaris, Wakil Sekretaris, atau
Sekretaris Pengganti yang bertugas melaksanakan pelayanan di
bidang administrasi penyelesaian sengketa pajak dalam suatu

persidangan;
Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Bagian Kedua
Kedudukan
Pasal 2

Badan Penyelesaian Sengketa Pagjak adalah badan peradilan pajak
sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983

tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994.

Bagian...



